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I. UMUM 

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dimaksudkan untuk 

memfasilitasi Penyandang Disabilitas agar memiliki konsep diri yang tepat 

sesuai dengan ragam disabilitasnya, menghindari menurunnya kondisi 

Penyandang Disabilitas baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Selain 

itu, penyiapan Penyandang Disabilitas agar mampu memasuki jenjang 

pendidikan formal dan nonformal, serta penyiapan Penyandang Disabilitas 

agar dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat secara 

inklusif.  

Habilitasi juga dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas memiliki 

kemampuan dasar anak yang diperlukan untuk tumbuh kembang dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai ragam disabilitasnya secara 

spesifik. Sementara itu Rehabilitasi juga dimaksudkan agar Penyandang 

Disabilitas dapat menerima dan beradaptasi dengan kondisi disabilitas 

yang dialami, mengembalikan fungsi dan kemampuan dasar yang 

diperlukan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai ragam 

disabilitasnya, dapat menggunakan Alat Bantu dan meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial, dan mengembangkan kemandirian. 

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara 

lain penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi, kelembagaan Habilitasi dan 

Rehabilitasi, standar pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi, pembinaan 

dan pengawasan, pengaduan, dan pendanaan. Terkait dengan 

penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas 

dilakukan dalam bentuk layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam 

keluarga dan masyarakat serta layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam 

lembaga. Kemudian, terkait dengan kelembagaan maka layanan Habilitasi 

dan Rehabilitasi diselenggarakan oleh lembaga layanan Habilitasi dan 
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Rehabilitasi milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 

Lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi milik masyarakat dalam 

bentuk lembaga kesejahteraan sosial harus mempunyai izin operasional. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "kementerian/lembaga terkait" antara 

lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pendamping pribadi” adalah orang yang 

dapat memberikan bantuan dan pertolongan kepada 

Penyandang Disabilitas untuk dapat beraktifitas dan 



No. 6601 

 

-3- 

berpartisipasi secara penuh di masyarakat. 

Yang dimaksud dengan “dukungan pengambilan keputusan” 

adalah orang yang ahli dibidangnya yang dapat memberikan 

penjelasan dan pemahaman bagi Penyandang Disabilitas untuk 

mengambil keputusan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “partisipasi Penyandang Disabilitas” 

termasuk menyatakan pendapat atau mengambil keputusan 

menerima atau menolak layanan Habilitasi dan Rehabilitasi. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kebutuhan khusus perempuan dan 

anak” meliputi hak kesehatan reproduksi dan seksual, 

kerentanan, serta kebutuhan tumbuh kembang anak. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “kesinambungan” adalah penanganan 

proses Habilitasi dan Rehabilitasi yang komprehensif yang 

meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi 

vokasional, sampai penyaluran kerja bagi Penyandang 

Disabilitas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “kerelaan Penyandang Disabilitas” 

adalah tanpa paksaan. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 


